KPK SEBUT KORUPSI PENGADAAN XRAY RUGIKAN NEGARA RP82
MILIAR
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Sumber gambar: https://www.antaranews.com/berita/4322775/kpk-sebut-korupsi-pengadaan-xray-

rugikan-negara-rp82-miliar

Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika
mengatakan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan xray di Badan Karantina
Pertanian Kementerian Pertanian menyebabkan kerugian negara hingga Rp82 miliar.
"Penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor, (kerugian negara) itu sekitar
kurang lebih Rp82 miliar, potensi kerugian negaranya,” ujar Tessa Mahardhika di Jakarta,
Selasa.

Meskipun demikian, Tessa belum bisa mengungkapkan informasi lebih lanjut,
seperti jumlah xray. Informasi yang saat ini bisa dibagikan kepada publik terbatas pada
nilai potensi kerugian negara. Ketika disinggung mengenai kemungkinan keterlibatan
mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tessa mengatakan bahwa hal
tersebut masih didalami oleh para penyidik, mengingat terjadinya dugaan tindak pidana
tersebut bersamaan dengan periode SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.
"Penyidik hanya bisa menyampaikan untuk sementara didalami," kata Tessa.

KPK memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk
pengadaan xray statis, mobile xray, dan xray trailer atau kontainer pada Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 per 12 Agustus 2024. Terkait
penyidikan tersebut, pihak KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal
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Imigrasi untuk memberlakukan cegah ke luar negeri selama enam bulan terhadap enam
orang warga negara Indonesia berinisial WH, IP, MB, SUD, CS, dan RF.

Tessa menjelaskan penyidik KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar
negeri karena enam orang tersebut dibutuhkan keterangannya dalam penyidikan dan
harus tetap berada di wilayah Indonesia agar bisa memenuhi panggilan penyidik. Pada
Rabu (4/9), KPK telah memanggil putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
(SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra (KRSP) sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi
pengadaan perangkat pemindai xray di Badan Karantina Pertanian pada Kementerian
Pertanian tahun anggaran 2021.

Pada Selasa (10/9), KPK memanggil sejumlah pejabat Kementerian Pertanian
untuk menjalani pemeriksaan selaku saksi atas dugaan tindak pidana korupsi terkait
pengadaan xray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

Sumber Berita:

1. https://www.antaranews.com/berita/4322775/kpk-sebut-korupsi-pengadaan-xray-
rugikan-negara-rp82-miliar, “KPK Sebut Korupsi Pengadaan Xray Rugikan Negara
Rp82 Miliar”, tanggal 10 September 2024.

2. https://news.detik.com/berita/d-7534348/kpk-sebut-kasus-korupsi-x-ray-kementan-
rugikan-negara-rp-82-m, “KPK Sebut Kasus Korupsi X-ray Kementan Rugikan
Negara Rp 82 M”, tanggal 10 September 2024.

Catatan:
o Terkait kondisi diatas diatur pada:
a. Undang-undang Rl nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
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menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal
12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Hurufe yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
a. tanah Kas Desa;

pasar Desa;

pasar Hewan;

tambatan Perahu;

bangunan Desa;

pelelangan lkan yang dikelola oleh Desa dan;
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lain-lain kekayaan milik Desa.”
2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak
ketiga.
c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan
lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
hibah  dari  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten/Kota;
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g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
h. hasil kerjasama desa.”
3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”
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